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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagaissdturya bentuk
hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianju untuk
dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuakap@man menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawpssal 1 adalah
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiakdkal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujussebait, maka salah
satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang o&loh Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami iséets telah masak jiwa
dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawigan,dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir padeepaian dan mendapat
keturunan yang baik dan sefat.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standay gagunakan adalah
penetapan usia perkawinaMenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1), ukuran kedsawadiimplementasikan
dengan adanya batasan umur yang harus dipenulgaebgrat seseorang
melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut ad&laenam belas) tahun

bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan beé#ds)n bagi pria.

! Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesjdakarta : Rajawali Press, 2003, Cet. VI, him. 77
2 Muhammad Amin Sumadukum Keluarga Islam di Dunia IslanRajawali Press, 2005,
him. 183



Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masidapat
penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawairliHal ini jelas
bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawirsary ydigariskan oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawingerhadap
penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun X6rtang Perkawinan
memberikan jalan keluar berupa dispensasi dariguitagn. Adanya ketentuan
dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undbadang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten deqhnketentuan tentang
batas umur perkawinan.

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan disgensavin baru
diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangatdesak kedua calon
mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwwjudatodesadd al-
zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharabgy lebih
besar’

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwancadempelai
terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rutaalgga. Mereka tidak
memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang memuedial utama berrumah
tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan delegéo perkawinan di

bawah umur antara lain :

% perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yatakwian pada usia di bawah 16
tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi [B&dangkan perkawinan usia muda adalah
perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20ntdfagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi
pria. Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tegtadsia Perkawinan dalam Rangka
Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Benanca

* Ahmad Rofig,Pembaharuan Hukum Islam di Indonestagyakarta : Gama Media, 2001,
him. 111



1. Segqi fisik
Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mmau dibebani suatu
pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuiemperoleh
penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi kedngey Padahal
faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yangpdyan dalam
kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bldiupe&anita akan
dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tajatungnguras tenaga
terutama apabila mempunyai anak.

2. Segi mental
Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jae@dra moral pada
setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.ekdersering
mengalami goncangan mental karena masih memilikitaheyang labil
dan belum matang emosionalnya.

3. Segi kesehatan
Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentangae resiko yang
berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti k@madbu maupun
kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatadabuanak. Wanita di
bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil daslanirkan

melainkan beresiko tinggi.



4. Segi kelangsungan rumah tangga
Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosioedia stingkat
kemandirian yang rendah menyebabkan peluang pe&cersemakin
besar,

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan olehrkaavinan di
bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undangr 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) diselbubka@hwa perkawinan di
bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-tdésarkan agar
kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dakgwénan yang mereka
langsungkar.

Pencegahan perkawinan di bawah umur diimplikasikdengan
penolakan izin kawin oleh Kantor Urusan Agama tddpacalon mempelai
yang masih di bawah umur. Pemohon yang izin perkanviya ditolak berhak
mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada giarga

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana keltudehakiman
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa rdangadili serta
memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajkkpadanya. Adapun
perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetajigpensasi kawin
adalah hakim.

Dalam prakteknya ketika akan menetapkan disperisasin, cukup

banyak langkah yang harus dijalani hakim agar pgaet tersebut memenuhi

36

® Labib MZ., Risalah Nikah, Talak dan RujuBurabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006, him.

5 Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonegiakarta : Kencana,

2006, him. 11



kriteria kesahihan secara ilmiah dan dapat dipggangjawabkan. Penetapan
hakim harus mengandung pertimbangan yang cukups jelan mantap
sehingga di dalamnya terkandung alasan-alasargagmeniyang rasional, aktual
dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepafuta

Dalam kaitannya dengan masalah yang terjadi di &blagqn Agama
Purworejo dapat dikemukakan contoh mengenai peaetdspensasi kawin
bagi perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawatur di Kabupaten
Purworejo dilatarbelakangi oleh :
1. Pergaulan dan Hubungan Seks di Luar lkatan Perlaawin

Pergaulan remaja apalagi telah masuk dalam talagrgramembuat
orang tua merasa khawatir. Pola dan perilaku pacaedemikian
mengkhawatirkan dan memprihatinkan seperti kelualam, antar jemput
bahkan menginap di rumah pacar.

Orang tua tidak menginginkan anak mereka melakyebuatan
yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Olem&atu, orang tua
berinisiatif mengawinkan anak lebih cepat sebagpaya preventif
sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan akibatgran seperti hubungan
seks di luar ikatan perkawinan.

Hubungan seks dilakukan akibat pergaulan dan dikkuoleh
mereka yang telah berpacaran. Hubungan ini dilakuktas dasar suka
sama suka. Hubungan seks ini adakalanya hanya asehatrnah

melakukan hubungan seks saja dan atau yang bertaga kehamilan.

" Abdul Manan,Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilé®uatu Kajian dalam
Sistem Peradilan Islamyakarta : Kencana, 2007, him. 185



Selain itu, adanya pemahaman sebagian masyarakag ya
berkembang bahwa ketika lamaran diterima, calon pe¢sn yang tidak
memiliki basic agama merasa bahwa hubungan layaknya suami isteri
sudah dianggap diperbolehkan.

. Sosial Budaya

Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang sebabesar berupa
pedesaan dan bercorak agraris turut mempengarulai kehidupan
masyarakat terutama remaja. Para remaja secaraetihi difungsikan
sebagai tenaga kerja seperti membantu menggaraghs&®egbagai tenaga
kerja, mereka telah memiliki suatu penghasilan ydagat diandalkan
untuk memberikan nafkah sehingga mereka telah meénkiéberanian
untuk melakukan perkawinan. Dengan kondisi semadam maka
pendidikan formal di bangku sekolah lanjutan kurdipgrhatikan.

Dari sisi budaya, masyarakat setempat masih bemgegada sistem
Petungan JawaberdasarkarPrimbon sebelum menentukan suatu acara
seperti perkawinan dengan mempertimbangkan haki de buruk. Jika
tanggal dan hari perkawinan sudah ditetapkan makgh mustahil untuk
diundur meskipun hanya kurang satu atau dua buddmngga calon
mempelai mencapai umur perkawinan. Kurangnya pahgah orang tua
tentang batas umur perkawinan menyebabkan merekaandu
memperhatikan dan berpikir apakah anaknya telahcapemn batas umur

perkawinan atau belum.



3. Praktek Kawin Sirri

Calon mempelai telah dikawinkan secara sirri (lmgaaoleh tokoh
ulama) kemudian dengan perkawinan tersebut merealsarrdsikan boleh
melakukan hubungan layaknya suami isteri karen&apenan mereka
sudah dianggap telah sah secara agama. Permohaspemsasi kawin
merupakan sarana untuk memperoleh status perkawamgresmi.

4. Ekonomi

Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang sebagimsar
pedesaan berpengaruh pada pola dan falsafah kehidoasyarakat Jawa
pedesaan. Sebagian masyarakat masih memegang pbhasyak anak
banyak rejeki” yang dengannya mendorong mereka untuk memiliki
keturunan sebanyak-banyaknya.

Sebaliknya, realitas dan kondisi ekonomi keluargasyarakat
pedesaan yang kurang mampu dan cenderung miskik ¢okup untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, ss#h cara untuk
memecahkan permasalahan tersebut adalah dengarunaregigjumlah
anggota keluarga yaitu dengan mengawinkan anak-aeagka terutama
anak perempuan secepatnya tanpa memperhatikarangkayang akan
dikawinkan. Dengan demikian, anak sudah bukan rdetgaggung jawab
orang tua melainkan tanggung jawab suami merekagrasasing.

Beberapa latar belakang perkawinan di bawah umuKabupaten
Purworejo di atas turut mendorong peningkatan janplarkawinan di bawah

umur di Kabupaten Purworejo secara signifikan. Ldialakang ini juga



melahirkan keberagaman motif atau alasan pemohdamdanengajukan
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agamad?ajo.

Tabel 1.1
Jumlah Dispensasi Kawin yang Ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2003-2008

No Tahun Pria Wanita Jumlah
1 2003 5 11 16
2 2004 3 10 13
3 2005 6 9 15
4 2006 3 10 13
5 2007 10 25 35
6 2008 24 30 54

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilam&&arworejo tahun 2003-2008.

Dalam penetapan dispensasi kawin, peraturan pemngagadangan tidak
menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat #gadipegangan bagi
hakim untuk memberikan atau tidak mengabulkan dispg kawin. Dalam
penetapan dispensasi kawin, secara umum hakim @&&rgaAgama
Purworejo mempertimbangkan beberapa hal :

1. Kesiapan dan kesungguhan calon mempelai.

2. Ada tidaknya halangan perkawinan.

3. Persetujuan calon mempelai serta kedua orang tlia/wa
4. Unsur keadaan mendesak.

Permohonan dispensasi kawin ditetapkan manakaltagemn dispensasi
kawin tersebut lebih mengandung kemaslahatan keadas penilaian hakim.
Seandainya tidak ditetapkan maka dikhawatirkaraderpelanggaran syara’

dan merugikan salah satu atau pihak. Pada hakekab@akim mengambil

8 Wawancara dengan Bapak Drs. Nadjib, S. H., HakémgRdilan Agama Purworejo pada
tanggal 7 April 2009



keputusan dengan berbagai pertimbangannya adatahkaéenaslahatan dan
selalu berusaha meminimalisir kemadharatan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik meyjigkecara mendalam
yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengdml j@nalisis terhadap
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo daldenetapan

Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur”

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dliepgamasalahan
penelitian ini adalah :
1. Apa alasan pemohon mengajukan permohonan dispehksagn di
Pengadilan Agama Purworejo?
2. Apa pertimbangan yang dijadikan dasar Hakim PefmadAgama

Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini kdarlepas dari masalah
di atas, antara lain :
1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan perraohdispensasi
kawin di Pengadilan Agama Purworejo.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dijadiklmsar Hakim

Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan disgiekesain.
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Berangkat dari tujuan di atas, penulis berharapelg&m ini dapat

memberikan manfaat, antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang alasan pemohon mergapgrmohonan
dispensasi kawin di di Pengadilan Agama Purworejo.

2. Memberikan gambaran tentang pertimbangan-pertindangyang
dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purworej@mdapenetapan

dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian maupun literatur yang terkatgan perkawinan di
bawah umur, perkawinan usia muda dan perkawinaa disii yang telah
dilakukan sebelumnya antara laiRertama Laporan penelitian yang disusun
oleh Achmad Arief Budiman, M. Ag. dosen Fakultasa$gh IAIN
Walisongo Semarang dengan jud&#ernikahan Usia Dini di Kota Semarang
Secara garis besar penelitian ini menggambarkanfateomena perkawinan
usia dini di Kota Semarang. Penelitian ini mendéaittingginya perkawinan
usia dini dengan tingkat perceraian di Kota Sentarserta peran Kantor
Urusan Agama di Kota Semarang sebagai pembina \pera dalam
menekan tingginya tingkat perkawinan usia dini dsrceraian di Kota
Semarand.

Keduag skripsi yang disusun oleh Juwariyah mahasiswa ulkak

Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan juditerkawinan Usia Muda

° Laporan penelitian Achmad Arief Budiman, M. Ag.sea Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang NIP. 150 274 615 dengan judatnikahan Usia Dini di Kota Semarang
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dan Problematikanya di Kecamatan Karang Tempelydndhyu (Tinjauan
Hukum Islam dan Sosiologispalam penelitian ini, Juwariyah berusaha
memaparkan beberapa problematika yang dihadapi peéku perkawinan
usia muda baik sebelum maupun sesudah pelaksarerBawman serta
dampak sosiologis yang muncul baik terhadap pasampgakawinan usia
muda pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Kbeamgel, Kabupaten
Indramayu pada umumny3.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Makhmud mahasiswa Fakulta
Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan jud8tudi Analisis Perkawinan
Usia Muda di Kalangan Masyarakat Kawasan Industeli¢ahan Wonorejo,
Kecamatan Rungkut, Kodia SurabayBalam penelitian ini, Makhmud
mendeskripsikan fenomena perkawinan usia muda,orfé&ktor yang
mempengaruhi serta dampak yang ditimbulkan olekt@kaperkawinan usia
muda tersebut terhadap masyarakat yang berada daska industri
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kodia Suraba

Dari hasil penelitian-penelitian yang membahas gp&mkan di bawah
umur, maka penelitian ini menawarkan perspektifiakajyang berbeda
mengenai bagaimana proses penetapan dispensasn kaleh Hakim

Pengadilan Agama Purworejo dan apa yang dipertighkzan Hakim

10 Juwariyah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN WalgmiSemarang NIM 288137 dengan
judul : Perkawinan Usia Muda dan Problematikanya di Kecamakarang Tempel, Indramayu
(Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologis).

1 Makhmud mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisor@gmarang dengan juduStudi
Analisis Perkawinan Usia Muda di Kalangan MasyaraKawasan Industri Kelurahan Wonorejo,
Kecamatan Rungkut, Kodia Surabaya
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Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan diapepsrkawinan bagi

perkawinan di bawah umur.

E. Metode Pendlitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang samgaiting, sebab
metode menentukan bagaimana cara kerja dalam nsekanisebuah
penelitian. Metode inilah yang menentukan sampamdna upaya ilmiah
tersebut ke sasaran ilmiah.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode mekyantsalah
cara kerja, yaitu untuk memahami objek yang mengadiaran ilmu yang
bersangkutan. Penelitian hukum pada dasarnya mempsuatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematikapdamkiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapdagejkum tertentu dengan
jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk keanudiengusahakan
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahantiydang di dalam
gejala yang bersangkuth.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodeeliéan sebagai
berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukaormatif yang

meneliti dokumen tentang penetapan dispensasi kayeng telah

12 Bambang Sunggondyietodologi Penelitian Hukumlakarta : Raja Grafindo Persada,
2003, Cet. VI, him. 38
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ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Purworejari [penetapan
dispensasi kawin tersebut, penulis memfokuskan paedimbangan
hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agamravérejo dalam

penetapan dispensasi kawin.

. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulikapss ini

antara lain :

a. Penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Pyowai@am
kurun waktu 2003-2008. Secara khusus, penulis mera@n data
berupa penetapan dispensasi kawin yaitu PenetaparoN0OO1/Pdt.
P/2008/PA. Pwr, Nomor 002/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nor@a9/Pdt.
P/2008/PA. Pwr, Nomor 053/Pdt. P/2008/PA. Pwr dapmhr
063/Pdt. P/2008/PA. Pwr. Penetapan-penetapan miligegunakan

karena alasan permohonan dispensasi kawin yangdsetieda.

b. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Rejwyaitu

Drs. H. Nadijib, S.H pada tanggal 7 April 2009.
c. Literatur-literatur lain yang terkait dengan skris.

. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan benar datargka
menyelesaikan permasalahan serta untuk mencarn&ebeilmiah yang
bersifat objektif dan rasional, juga dapat dipaggtamgjawabkan, maka

penulis menggunakan metode pengumpulan data sefegait :
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a. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan nendzada
penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Pyoaaméara lain :
Penetapan Nomor 001/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor Rii2/
P/2008/PA. Pwr, Nomor 029/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nor@63/Pdt.

P/2008/PA. Pwr dan Nomor 063/Pdt. P/2008/PA. Pwr.

b. Wawancara atainterview
Interview atau wawancara merupakan salah satu metod
pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaknilmetantak atau
hubungan pribadi antara pewawancara dengan sunaitet’ dalam
interview kali ini yang menjadi informan utama adalah hakkarena
yang berwenang menetapkan dispensasi kawin di Bié@mgaAgama
Purworejo adalah hakim.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, dianalisis secaiaititif dengan
pendekatan deskriptif-analitis. Metode deskriptifaity membuat
pencandraan secara sistematis, faktual dan akueagenai fakta dari
sifat-sifat populasi atau daerah tertetituSedangkan maksud analitis
adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusalememukan
kelemahan dan kekurangan. Metode deskriptif diganakuntuk

menggambarkan proses penetapan dispensasi kaRendadilan Agama

13 Rianto Adi,Metodologi Penelitian Sosial dan Hukudakarta : Granit, 2004, him. 72
14 Sumardi Surya Bratdletodologi PenelitianJakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.
IX, him. 18
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Purworejo. Sedangkan metode analitis digunakan kumbenganalisis
pertimbangan hukum yang diambil hakim Pengadilaamg Purworejo

dalam menetapkan dispensasi kawin.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini disusun dengannggenakan
sistematika tertentu sehingga secara global mp&rilisan terbagi menjadi
beberapa bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab inulipen
mengemukakan tentang latar belakang masalah, psammmasalah, tujuan
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian ddemsatika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawindrad@ah umur dan
dispensasi kawin. Pada bab ini penulis mengemukékastasan teori yang
berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni dasammhiéntang perkawinan,
batas umur perkawinan menurut hukum Islam dan batagr perkawinan
menurut hukum positif.

Bab ketiga membahas tentang pertimbangan hakimadéag Agama
Purworejo dalam permohonan dispensasi kawin badkapgénan di bawah
umur. Pada bab ini penulis mengemukakan gambarammuiengadilan
Agama Purworejo, alasan pemohon mengajukan permaohahspensasi
kawin di Pengadilan Agama Purworejo serta dasaummuéan pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapapedsasi kawin.

Dalam bab ini penulis juga melengkapi dengan da&aefapan dispensasi
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kawin yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agammavérejo dalam kurun
waktu tahun 2003-2008.

Bab keempat merupakan analisis. Pada bab ini @enakan
menganalisis alasan pemohon mengajukan permohaspandasi kawin di
Pengadilan Agama Purworejo serta pertimbangan h#démgadilan Agama
Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini penalian

mengemukakan kesimpulan, saran-saran dan penutup.



